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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD-P)

Menimbang:

Mengingat :

a.

TAHUN ANGGARAN 2009
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD bersama Bupati
Kutai Kartanegara telah menyempurnakan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan Keputusan Gubernur
Kalimatan Timur Nomor 903/12090/393-V/KEU tentang Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009;

bahwa penyempurnaan dimaksud pada huruf a, dilakukan agar
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 tidak bertentangan dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b diatas, perlu segera menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2009 ;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);



24.

25.

26.

27.

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintah Daerah
Provinsi,dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekosentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lambaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4816);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD-P) TAHUN

ANGGARAN 20089.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
Anggaran 2009 semula Rp.4.998.066.115.912,09 bertambah sejumlah
Rp.182.790.139.347,24 sehingga menjadi Rp. 5.180.856.255.259,33 dengan rincian

sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
a. Semula Rp. 3.619.706.171.801,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 127.830.052.664,03
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 3.747.536.224.465,03

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 4.936.763.474.606,82

b. Berkurang/(berkurang) Rp. 164.477.553.662,24
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 5.101.241.028.269,06
Defisit setelah Perubahan Rp. (1.353.704.803.804,03)

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan
1) Semula Rp. 1.378.359.944.111,09
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 54.960.086.683,21
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 1.433.320.030.794,30




b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 61.302.641.305,27
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 18.312.585.685,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan  Rp. 79.615.226.990,27

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp.  1.353.704.803.804,03

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

setelah perubahan Rp. 0,00
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 92.507.075.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 75.602.148.595,03
Jumlah pendapatan asli daerah 168.109.223.595,03
setelah Perubahan Rp.

b. Dana perimbangan

1) Semula Rp. 3.406.278.959.801,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (57.570.921.623,00)

Jumlah dana perimbangan

setelah Perubahan Rp. 3.348.708.038.178,00
c. Lain-lain pendapatan daerah

1) Semula Rp. 120.920.137.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 109.798.825.692,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah

setelah Perubahan Rp. 230.718.962.692,00

(2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak daerah

1) Semula Rp. 6.327.500.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 750.000.000,00

Jumlah pendapatan asli daerah

setelah Perubahan Rp. 7.077.500.000,00
b. Retribusi daerah sejumlah

1) Semula Rp. 39.255.575.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp.

Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp. 39.255.575.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 5.570.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.914.210.057,67

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah 11.484.210.057,67

setelah Perubahan Rp.

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1) Semula Rp. 41.354.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 68.937.938.537,36
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
setelah Perubahan Rp. 110.291.938.537,36




3)

(4)

1)

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
1) Semula Rp. 3.367.903.959.801,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (57.570.921.623,00)

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan
Rp. 3.310.333.038.178,00

b. Dana alokasi umum

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan

Rp. 0,00

c. Dana alokasi khusus

1) Semula Rp. 38.375.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp.
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan

Rp. 38.375.000.000,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c terdiri dari jenis pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi

1) Semula Rp. 41.396.430.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 32.253.570.000,00

Jumlah dana bagi hasil pajak

setelah Perubahan Rp. 73.650.000.000,00
b. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 709.880.692,00

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus

setelah Perubahan Rp. 709.880.692,00
c. Bantuan keuangan dari provinsi

1) Semula Rp. 79.523.707.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 76.835.375.000,00

Jumlah bantuan keuangan dari provinsi

setelah Perubahan Rp. 156.359.082.000,00

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung
1) Semula Rp. 1.1.66.864.343.050,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 242.016.004.659,07
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan
Rp. 1.408.880.347.709,07

b. Belanja Belanja Langsung
1) Semula Rp. 3.769.899.131.556,82
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (77.538.450.996,83)
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp.  3.692.360.660.559,99




(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari

jenis belanja :

a. Belanja pegawai
1) Semula Rp. 569.704.206.400,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 220.012.254.659,07

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 789.716.461.059,07

b. Belanja bantuan hibah

1) Semula Rp. 67.340.076.350,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 24.385.908.000,00
Jumlah belanja bantuan hibah
setelah Perubahan Rp. 91.725.984.350,00
c. Belanja bantuan sosial
1) Semula Rp. 70.860.550.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 12.880.000.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial
setelah Perubahan Rp. 83.740.550.000,00
d. Belanja bantuan keuangan
1) Semula Rp. 447.847.225.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (8.000.000.000,00)
Jumlah belanja bantuan keuangan
setelah Perubahan Rp. 439.847.225.000,00
e. Belanja tidak terduga
1) Semula Rp. 11.112.285.300,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (7.262.158.000,00)
Jumlah belanja tidak terduga
setelah Perubahan Rp. 3.850.127.300,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
belanja:
a. Belanja pegawai
1) Semula Rp. 363.943.758.855,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.158.600.000,00)

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 362.785.158.855,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp. 952.390.236.261,66
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (341.400.000,00)
Jumlah belanja barang dan jasa
setelah Perubahan Rp. 952.048.836.261,66

c. Belanja modal sejumlah
1) Semula Rp. 2.453.565.136.440,16
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (76.038.450.996,83)

Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp. 2.377.526.685.443,33
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimakud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan
1) Semula Rp. 1.378.359.944.111,09
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 54.960.086.683,21
Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 1.433.320.030.794,30




b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 61.302.641.305,27
2) Berkurang Rp. 18.312.585.685,00
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 79.615.226.990,27

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula Rp. 1.378.359.944.111,09
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 54.960.086.683,21
Jumlah SILPA setelah Perubahan Rp. 1.433.320.030.794,30

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pembiayaan:

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1) Semula

Rp.  50.000.000.000,00

2) Berkurang Rp. 0,00
Jumlah penyertaan modal setelah PerubahanRp.  50.000.000.000,00

b. Pembayaran pokok utang

1) Semula

Rp. 11.302.641.305,27

2) Berkurang Rp. 18.312.585.685,00
Jumlah penyertaan modal setelah PerubahanRp. 29.615.226.990,27

c. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula Rp. 0,00
2) Berkurang Rp. 0,00
Jumlah penyertaan modal setelah PerubahanRp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.
2.

3.

Lampiran |
Lampiran Il

Lampiran 11l
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII

Lampiran 1X

Ringkasan Perubahan APBD;

Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah
dan organisasi SKPD;

Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Rekapitulasi Perubahan Dbelanja daerah menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, dan kegiatan;
Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuanganegara;

Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan
dengan peraturan daerah;

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;



Pasal 6
Bupati Kutai Kartanegara menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan
APBD.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 16 Desember 2009

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA

H.SULAIMAN GAFUR
Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 17 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL MM
NIP. 19530921 197810 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 9

TELAH DIKOREKSI OLEH

NO. NAMA JABATAN PARAF
1. | ABDUL KADIR, SH Kasubbag Perundang-Undangan

2. | SETIANTO N AJI, SH Pj. Kepala Bagian Hukum

3. HM. GHUFRON YUSUF, SH,MM Ass. Pemerintahan Umum & Hukum

4. | DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM Sekretaris Daerah




